BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2> TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang : a.bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali
struktur tugas, fungsi perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka memperbaiki, me
proses organisasi yang sesuai-dengan ling
1 d

struktur dan
strategisnya
supian terhadap

‘ epa ;;ﬁy adimaksud dalam

netapkar PeraturanBupati tentang
i; Tugas dan Fungsi serta Kerja
ika Kabupaten Jember;

Mengirngat Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

crundang-undangan (Lembaran Negara Republik

sia-Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Républik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi -dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang  Melaksanakan  Furngsi’| Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemo
Pembinaan Dan PengendalianPg

11. Peraturan Daerah Kab

tentang Pembentu] g
(Lembaran D T:L ]
Tambahs T\ dae

MEMUTUSKAN :

n 2016

BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
NISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER.

Menetapkan:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jember.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jember.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jember.



7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Jember.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jember.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana emerintahan
dibidang Komunikasi dan Informatikaj pemerintahan

dibidang statistik dan urusa
(2) Dinas dipimpin oleh
dan bertanggungjav
(3) Dinas sebagainie n\gl

i&

s ndia
elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
enyelenggarakan fungsi:
Merumuskandan  pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah
Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan
keamanan informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem
TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten

ng menjadi kewenangan
dan Informatika, urusan
1stik dan urusan pemerintahan di




Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan
masyarakat lingkup kabupaten Jember;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten
Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data
center, disaster recovery center & TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan manajemen data dan informasi e-Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten Jember, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan sp

TIK Smart City, layanan nama domain dan domain bagi

lembaga yelenggaraan
Government Chief Informati pemerintah
kabupaten Jember, daya T
pemerintah dan Jember;

Bupati terkait

gian Kedua
susunan Organisasi
Pasal 3

organisasi Dinas terdiri atas :
. Kepala Dinas;
. Sekretariat, membawabhi :
1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian,;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik membawabhi:
1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Media Sosial dan Media
Massa;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
3. Seksi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan
Masyarakat.
d. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik membawahi :
1. Seksi Layanan Hubungan Media;
2. Seksi Publikasi;dan
3. Seksi Penyediaan Akses Informasi
e. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik membawahlz
1. Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi; '
2. Seksi Ekosistem TIK Smart City;dan
3. Seksi Statistik.



f. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

membawabhi :

1. Seksi Layanan Infrastruktur Data Center;
2. Seksi Pengembangan Akses Jaringan; dan
3. Seksi Sistem Layanan Keamanan Informasi.

g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(1)

(1)

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tu P | atl,
mengkoordmamkan da Tl{:glr % administrasi
umum, kepe , T d
&»1& i
gaimana dlmaksud pada
' ungsi:

serta tuga
Un a ela an a
Sel rer‘Wt
T ia perumusan kebijakan operasional tugas dan
i ngan 'administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
euangan di lingkungan Dinas;

\/‘bx/ perigkoordinasian  pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan Keuangan di lingkungan Dinas

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan Keuangan di Lingkungan Dinas;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan
barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas. '

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas,
Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(l), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
dinas;

c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya;

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan dinas;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan peng
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/pe
kantor ;

h. penatausahaan, pengamanan

aset/barang milik daerah;

i. pengusulan seluruh rencana
penyelenggarag ﬁﬁ‘ ahz

pora DE

ncanaan dan Pelaporan

Pasal 6

Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas

oordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. '

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(l), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi
OPD;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunarn
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup dinas;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan




g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan
tugas.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan
pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan
keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langs
belanja tidak langsung;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input d
informasi keuangan daerah,;
d. pengkoordinasian penatausa
e. pelaksanaan verifikasi -haria
keuangan;

mengkoordinasikan dan

enindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
BidangAspirasi dan Layanan Informasi Publik
Pasal 8

(1) Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik melaksanakan
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten Jember
sertatugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik,
mempunyaifungsimeliputi:




a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
Pengelolaan dan Layanan informasi Publik;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan dan
LayananInformasi Publik;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan di bidang Pengelolaan dan
Layanan Informasi Publik;

d. menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat
melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan pertunjukan
rakyat dalam rangka penyebaran Informasi publik;

e. menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran
melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi,
guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;

f.  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan
dan Layanan Informasi Publik; dan

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
B % edia Massa

SeksiPembinaan dan Peng
edsbs dan Media Massa
melaksanakan dan

(1) Seksi Pemb '.= oay
€ g yang berhubungan dengan

elolaan| opi i /d aspirasi publik di lingkup Pemerintah

ah| di Kabupaten Jember melalui media komunikasi publik,

an‘hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya
omuriikasi publik dan penyediaan akses informasi serta tugas
ain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan Medsos dan Media
Massamempunyaifungsimeliputi:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini
publik dan aspirasi publik dalam pembentukan reputasi dan
citra pemerintah Daerah dan hubungan media massa, media
online, media luar ruang serta sarana desiminasi informasi
publik;

b. pelaksanaan fungsi bako humas/kehumasan secara general;

c. pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan serta
pemberdayaan terhadap media-media yang berada di
masyarakat;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini
publik dan aspirasi publik, hubungan media massa, media
online, media luar ruang serta sarana dan prasarana
desiminasi informasi publik;

e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria pengelolaan opini publik dan aspirasi publik, dan

Paragraf




hubungan media massa, media online, media luar ruang serta
sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;

f. menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi
dan media cetak dalam rangka penyebaran informasi;

g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pengelolaan opini publik dan aspirasi publik dan hubungan
media massa, media online, media luar ruang serta sarana
dan prasarana desiminasi informasi publik;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pengelolaan opini publik dan aspirasi publik dan hubungan
media massa, media online, media luar ruang serta sarana
dan prasarana desiminasi informasi publik;

i. melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan
media online;

j. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak
pendapat) terhadap reputasi dan citra Pemerintah Daerah;

k. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi nik
Pemerintah Daerah/media internal;

1. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama
kelembagaan mengenai pengelolaan opini publik dan media
massa serta sarana dan prasatrana/ desimindsi informasi
publik;

m. penyiapanbahanpe
publik melalui media

pa tle}lg A \@n asii i
n. pelaksanas Fi&lh%in]a 1 rrt?lu bl elalui media massa

o elektro ll{%,q J
o/ menyiapkan baha Qk S1 dan fasilitasi pengembangan
emitraan edi alui kerjasama guna peningkatan

enyebararn i

¢ inasian pelaksanaan diseminasi informasi

melalui media pemerintah daerahdan non
pemerintah daerah;

q. pelaksanaanpembinaan dan
pengembangankapasitaspetugasinformasi;

r. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas,

s. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
SeksiPengelolaan Informasi Publik
Pasal 10
(1) SeksiPengelolaan Informasi Publik mempunyai

tugasmerencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi public
sertatugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat’
(1), Seksi Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai fungsi
meliputi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan informasi publik;

b. menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat sesuai kebutuhan dalam
rangka pemberdayaan masyarakat dalam penyebaran
informasi,

c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan informasi publik;

d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan informasi publik;

e. melaksanakan inventarisasi bahan atau materi informasi
publik sesuai dengan ketentuan dalam rangka menjamin
kualitas informasi publik;

f. melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai dengan
ketentuan dalam rangka pelayanan pengelolaan infermasi
publik;

g. pelaksanaan fungsi pembantuan
terhadap materi siaran radio dan

h. menyiapkan dan pengole
sebagai bahan publikags

melaksanake inve

engendalian, evaluasi dan pelaporan guna
informasi  kepada  pihak-pihak yang

embutuhkan;
melaksanakan diseminasi informasikebijakanpemerintah
Daerah melalui media Pemerintah Daerah dan non
Pemerintah Daerah;

. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
kelembagaan komunikasi sosial melalui pemberdayaan
masyarakat guna peningkatan penyebaran informasi;

n. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi
publik sesuai ketentuan untuk mendukung kebijakan
nasional dan kota;

o. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan
guna penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan
dan kemitraan informasi publik;

p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan -

gq. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.




Paragraf 3
SeksiKeterbukaan Informasi Publik dan
Pengaduan Masyarakat

Pasal 11

(1) SeksiKeterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat
melaksanakantugas merencanakan mengembangkan,
meningkatkan, mengadakan, mengamankan dan mengevaluasi
aplikasi pengaduan masyarakatsertatugas lain yang diberikan
oleh KepalaBidang.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat (1),
SeksiKeterbukaan Informasi Publikdan Pengaduan
Masyarakat,mempunyaifungsimeliput:

a. menyiapkan data di bidang Keterbukaan Informasi Publikdan

Pengaduan Masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan '
kebijakan;

b. menyiapkan bahan sarana informasi kepada m
melalui Kelompok Informasi Masyarakat

bimbingan teknis,
peningkatan kuali

jjakan teknis bidang pelayananpengaduanmasyarakat;

perumusan dan pelaksanaan Kkebijakan standarisasi dan

monitoring dan evaluasi aplikasi
pelayananpengaduanmasyarakat;

pelaksanan penyajian data hasil pembangunan dan

pelayanan informasi publik melalui website pemerintah kota;

i. menyiapkan penyiapan perumusan kebijakan secara teknis
pengembangan, penganalisahan dan perekomendasian
pembagian hosting dan pemberian Domain;

j. pemberian pertimbangan dan rumusan teknis pengadaan
Sofware/ aplikasi desktop dan website;

k. Pemberian pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di
bidang infrastruktur aplikasi yang
berkaitandenganpenangananpengaduanmasyarakat;

l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.




(1)

(2)

/!

U/b “sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan

BagianKetiga
Bidang Layanan Media Komunikasi Publik
Pasall2

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai
tugaspenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan
hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasidi di

Kabupaten/Kota:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik, mempunyai fungsi

meliputi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan
konten lintas sektoral dan pcngelo agn media] komunikasi
publik, layanan hubungan me 7:1 atan kapasitas
sumber daya komunik ]11{ yediaan akses
informasi di Kabupates |

b. penyiapan bahan n- akan— di  bidang
penyediaa onten |lir -- pengelolaan media

: ket publik ﬂ dia d
—Ke unikasi publik, 1 gan media dan penguatan

apasitas_s lt\)jr daya ko umka51 publik dan penyediaan
es informasidi Kabupaten Jember

enyiapan-bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
. kriteria-pényelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas

hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
Kabupaten Jember;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan media dan
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;

e. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan publikasi
melalui media;

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi di Kabupaten Jember.

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan
Media Komunikasi Publik

h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.




(3)

(4)

Paragraf 1
SeksiLayanan Hubungan Media
Pasal 13

Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan opini danaspirasi
publik di lingkup Pemerintah daerah di Kabupaten Jember
melalui media komunikasi publik, layanan hubungan media dan
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi serta tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Layanan Hubungan Media mempunyaifungsimeliputi:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini
publik dan aspirasi publik melalui media komunikasi publik,
layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumbér
daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,

b. penghimpunandanpenelaahanperaturanperundang—
undangan,petunjukteknis, petunju pelaksanaandan
pedoman/ ketentuan lai
hubungan media;

C. penyusunan rencand p
pada seksi laya

an h
d. melaksane \3 ‘ :
’ enyelenggarak Ay
ke

gelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal,

diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah

daerah dan Non pemerintah daerah di Kabupaten Jember;

menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi

dan media cetak dalam rangka penyebaran informasi;

g. pelaksanaan fungsi pembantuan kegiatan pembinaan
terhadap materi siaran radio dan televisi lokal;

h. melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan

media online;

penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan peredaran

dan pemutaran film, video, cassette disk, laser disk dan

produk rekaman lainnya pada tempat karaoke maupun

tempat penjualan dan persewaan;

j. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak
pendapat) terhadap reputasi dan citra Pemerintah Daerah;

k. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik
Pemerintah Daerah/media internal;

. pelaksanaan tugas pembantuan dalam kegiatan pers release;

m. menylapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan
kemitraan media melalui kerjasama guna peningkatan
penyebaran informasi;

[y
.




n. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas
petugas informasi; dan

0. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas;

p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil
dalam bidang tugasnya; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
SeksiPublikasi
Pasal 14

(1) Seksi Publikasi mempunyai tugasmerencanakan, melaksanakan
dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan
denganpengelolaan publikasi, telekomunikasi dan penyiara
publiksertatugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud-pada ayat (1),

Seksi Publikasi mempunyai fungsi melaksara tugas bidang
publikasi serta tugas lain yang diberil epala Bidang
meliputi :

a. penghimpunan perundang-

undangan, pe ksanaan dan

pedoman7l

elevisi dan Radio;

pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara umum

dan lewat siaran keliling/pemutaran film;

g. pelaksanaan fungsi utama kegiatan pers release;

h. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan
kelayakan data teknis permohonanizin penyelenggaraan radio
dan/atau televisi;

i. pelaksanaan desiminasi informasi melalui media massa

elektronik;

j. pelaksanaan pemeliharaan perangkat siaran radio dan
peralatan operasional lainnya yang menunjang mutu
siaran,;

k. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan peredaran
dan pemutaran film, video, cassette disk, laser disk dan
produk rekaman lainnya pada tempat karaoke maupun tempat
penjualan dan persewaan,;

l. pelaksanaan pembinaan dan pendataan siaran radio dan
televisi lokal;

m. pendataan, pengembangan dan pengawasan terhadap
perkembangan teknologi komunikasi;




n. pembinaan, penyelenggaran telekomunikasi yang meliputi

pendataan, pengaturan, pengawasan, pengendalian
penggunaan jaringan telekomunikasi dan/atau pemakaian
frekuensi, penggunaan  jaringan komunikasi, mitra

pemerintah, penyelenggaraan komunikasi khusus pemerintah
dan orbit satelit;

o. pemberian dan penerbitan rekomendasi kelayakan terhadap
rencana pembangunan instalasi jaringan telekomunikasi
sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio,
pembuatan billboard/baliho, spanduk dan poster iklan
maupun non iklan;

p. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik;

q. penerbitan rekomendasi teknis permohonan izin
penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to _—
end) cakupan daerah dan akses Internet Protocol (IP);

r. pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis ter

usaha TV kabel;

pemberian dan penerbitan rekome

penggunaan tower bersama

Paragraf 3
Seksi Penyediaan Akses Informasi
Pasall5

(1) Seksi Penyediaan  Akses Informasi mempunyai tugas
pembinaan, pengembangan system dan jaringan komunikasi
Informasi serta data serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Penyediaan Akses Informasi mempunyai fungsi meliputi:

a. pemberian pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di
bidang infrastruktur dan aplikasi Teknologi Informatika
kepemerintahan di tingkat desa/Kelurahan,;

b. pembinaan dan peningkatan system transparasi pemerintahan
desagunamenunjang program good governance;

c. pembinaan dalam bidang pengelolaan data dan dokumentasi
desa/kelurahan dalam menunjang kinerja PPID
desa/kelurahan;

d. pembinaan dan evaluasi terhadap pembentukan E- budgeting
desa/Kelurahan; dan



e. penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Keempat
BidangPengembangan Smart City dan Statistik
Pasall6

(1) Bidang Pengembangan Smart City melaksanakan tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan  pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang
terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City,
Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief
Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten;
Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Masyarakat di Kabupatensertatugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas. ]

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagair
(1), Bidang Pengembangan Smart City
a. penyiapan bahan pe an | kebij

Pengembanga

in dan sub domain bagi
kegiatan, Penyelenggaraan

| | embangan Sumber Daya TIK Pemerintah

' k “Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

—1 iapan bahan pelaksanaan kebijakan di  bidang

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,

Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan

Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan,
Penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber
Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di
Kabupaten,;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan  kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &
Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK
Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah
Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi,




(1)

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) di PemerintahKabupaten, Pengembangan
Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan
Masyarakat di Kabupaten; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &
Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK
Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah
Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi
Pasal 17

Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi
penyiapan bahan perumusan ;
penyusunan norma, standa
pemberian bimbingan t€kni

evaluasi, dan pelaporan]te
A\l hae [T
dan Pengelolaan si| Cre n Suplemen yang

angan dan Integrasi Aplikasi mempunyai

yiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan

pelaksanaan pengembangan dan integrasi aplikasi;

menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi
pengembangan dan integrasi aplikasi;

menyelenggarakan layanan pengembangan business process

re-engineering pada sistem yang telah berjalan;

d. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;

e. menyelenggarakan layanan pengembangan website
pemerintah daerah, website organisasi perangkat daerah dan
website desa, layanan domain resmi pemerintah daerah dan
layanan email resmi pemerintah daerah;

f. menyelenggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pengembangan dan integrasi aplikasi.



Paragraf 2
Seksi Ekosistem TIK Smart City
Pasal 18

(1) Seksi Ekosistem TIK Smart City mempunyaitugaspenyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem Smart
City dan pelayanan publik berbasis TIK, Layanan Manajemen
Data Informasi, fungsi Integrasi Data Layanan Publik dan
Kepemerintahan di Kabupaten Jember, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember.serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pelaksanaan smart city;
menyiapkan bahan pe

ief Information Office

ordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi
Perangkat Daerah, lintas Pemerintah

si

am pengembangan smart city;

menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur

dan sertifikasi teknis bidang TIK dan smart city;

menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas

masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart

City;

h. menyelenggarakan promosi pemanfaatan layanan smart city;

1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi
lintas instansi/lembaga dalam bidang pengelolaan data dan
statistik; '

j. menyelenggarakan layanan penetapan standar format
walidata, pengelolaan data dan statistik;

k. menyelenggarakan layanan interkonektivitas data
kepemerintahan; dan

l. menyelenggarakan pelaksanaan pengolahan data statistik
dan publikasi data statistik.




Paragraf 3
Seksi Statistik
Pasal 19

(1) Seksi Statistik, mempunyaitugas merencanakan, memproses, dan
melaksanakan semua kegiatan pengolahan data Statistik serta
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Statistik mempunyai fungsi meliputi:

a. penyusunan rencana program Kkerja dan kegiatan bidang,
pengolahan Data Statistik;

b. pengembangan sistem kerja kegiatan bidang, pengolahan data
Statistik;

c. pembinaan dalam bidang peningkatan sumber daya
pengelolaan data Statistik;

d. pengumpulan, pengelolaan, pengembangan dan mengevaluasi
data sehingga Bank data atau Centra Data daerah;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait data

g. penyusunan pelaporan j
pelaksanaan tugas.

norma, standar, prosedur dan Kkriteria,
bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
tur dasar data center, disaster recovery center & TIK,
yanan pengembangan infrastruktur jaringan intranet, internet
dan infrastruktur telekomunikasi, layanan sistem komunikasi
intra pemerintah kabupaten Jember, penyiapan, pengembangan
dan pelayananinfrastrukturpelaksanaansmart city,
merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola,
mengamankan dan mengadakan infrastruktur teknologi
informasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluas:
semua kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan,
pendataan dan penataan tower dan frekwensiserta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyai fungsi meliputi:

a. penylapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten;




(3)

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasi e- Government, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar
data center, disaster recovery center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan manajemen data dan informasi e- Government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan  sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disas

penggunaan akses 1nternet layanan manajemen data dan
informasi e-Government, integrasi
kepemerintahan, layanan ke na
layanan sistem komunikas
e. pemantauan, evaluasi
infrastukturd s?? date
layanan, rper e ﬂ)a ba L \.d enggunaan akses
ne informasi e-
€ ent, |i te L an publik dan kepemerintahan,
ayana pa ormasi e-Government, layanan sistem
ikiasi a pernermtah kabupaten.

Paragraf 1
SeksiLayanan Infrastruktur Data Center
Pasal 21

SeksiLayanan Infrastruktur Data Center, mempunyai tugas
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur
dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK, penyiapan,
pengembangan dan pelayananinfrastrukturpelaksanaansmart
city, merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola,
mengamankan dan mengadakan infrastruktur teknologi informasi
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Layanan Infrastruktur Data Center mempunyai fung31
meliputi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis infrastruktur TIK;
b. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi
infrastruktur TIK;




c. menyelenggarakan layanan pengembangan dan
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery
Center (DRC);

d. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi
infrastruktur TIK dalam implementasi e-Government dan
Smart City;

e. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM
dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;

f. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang -
undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan
pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan penyediaan
infrastruktur smart city;

g. penyiapan bahan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan
kebijakanteknis bidang penertiban pengadaan infrastruktur
(hardware); '

h. pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan
infrastruktur informatika (Komputer/server/hardware)

menunjang kelancaran operasional aplikasi j

daerah;

pengembangan sarana dan prasar

mempunyai tugas

pengembangan infrastruktur jaringan internet, intranet dan
infrastruktur  jaringan telekomunikasi, merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang
berhubungan dengan pengaturan, pendataan dan penataan
tower dan frekwensi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengembangan Akses Jaringan mempunyai fungsi
meliputi:

a. menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur jaringan TIK dan
telekomunikasi;

b. menyelenggarakan pengelolaan bandwidth;

c. menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet
pemerintah dan publik;

d. menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra
pemerintah;

e. pembinaan, pengendalian, pendataan dan pengawasan
penggunaan frekuensi;




f.pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis terhadap
penggunaan tower bersama dan kajian kelayakan lokasi
penempatan tower/menara pemancar (transmisi);

g. pembinaan, penyelenggaran telekomunikasi yang meliputi
pendataan, pengaturan, pengawasan, pengendalian
penggunaan jaringan telekomunikasi dan/atau pemakaian
frekuensi, penggunaan jaringan komunikasi, mitra pemerintah,
penyelenggaraan komunikasi khusus pemerintah dan orbit
satelit;

h. pengembangan dan peningkatan Sumber daya di Bidang
pengaturan frekwensi dan tower;

i. pemberian dan penerbitan rekomendasi kelayakan terhadap
rencana pembangunan instalasi jaringan telekomunikasi
sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio;

j. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan infrastruktur jaringan dan telekomunikasi.

Paragraf 3
SeksiSistem Layanan Keamanan Informasi
Pasal 23 /\\

P
i,| mempunyai tugas

. angan kebijakan

%Z{ip dur |\dan “kritéria, dan
Tyisi, sefta pemantauan,

rkait “fungsi Layanan Keamanan

ormas gk a31ﬁkasikan, mengelola dan
ﬂ ﬂ i'pe ndian serta tugas lain yang diberikan

/ (4 ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
D/Lb i—Sistem Layanan Keamanan Informasi mempunyai fungsi
meliputi:
a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan
pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
b) menyelenggarakan layanan keamanan informasi (Security
Operation Center) pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
c¢) melaksanakan audit TIK;
d) menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
e) menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan
produktif;
f) mengelola informasi persandian pemerintah daerah;
g) menyelenggarakan pelaksanaan penanganan dan pemulihan
data insiden keamanan informasi;
h) menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan keamanan informasi dan persandian.

(3) SeksiSistem Layanan Keamana
penyiapan bahan
penyusunan
pemberi DT




BAB IV
UPTD
Pasal24

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugasdan
fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas-s€jumlah tenaga

ditetapkan oleh
beban kerja, sesuai

TATA KERJA
Pasal26

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar pemerintah
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya

masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.




(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

Pasal 27
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal28
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati d
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ata sul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan rundang-
undangan.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala S

pala Seksi
wai Negeri
inas melalui
Sekretaris Daerah
undangan.

epala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
Administrator.

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD merupakan
Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon
IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal30
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.




Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal & Maref 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal & Maregc 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR (2%
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